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dilema dapat muncul pada beberapa kasus dimana pasien yang tidak memberikan
reaksi positif atau tidak terdapat perbaikan kondisi sehingga dinilai tidak bermanfaat.
Penyelesaiannya adalah dengan melakukan penghentian terapi penunjang kehidupan
yang diambil berdasarkan keputusan dokter ataupun persetujuan pasien dan keluarga
pasien. Kondisi tersebut dapat meningkatkan beban moral, etika, serta konsekuensi
hukum. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan sebagai langkah untuk menegaskan hak-
hak pasien maupun keluarga pasien, serta memberikan pedoman hukum yang lebih
rinci terhadap dokter penanggung jawab. Jenis penelitian ini merupakan kajian
literatur. Sumber yang digunakan adalah berbagai jurnal yang telah dipublikasikan
pada taraf nasional maupun internasional, serta jurnal yang berbahasa Inggris maupun
Indonesia.

Pertimbangan dalam menghentikan terapi penunjang hidup pada praktek klinis harus
disertai dengan kolaborasi multidisiplin antara para dokter, pasien, dan keluarga pasien.
Etika dalam pemberhentian terapi penunjang hidup merupakan suatu hal yang luas,
sehingga pengambilan keputusan tersebut memerlukan pertimbangan yang tepat
berdasarkan medis maupun hukum yang berlaku pada suatu daerah atau negara.
Dalam melakukan maupun pengambilan keputusan pemberhentian terapi penunjang
kehidupan seseorang penting untuk melakukan kolaborasi multidisiplin yang
melibatkan keseluruhan dokter, pasien, dan keluarga pasien. Selain itu, pertimbangan
dan pemahaman yang mendalam mengenai aspek medis dan hukum merupakan faktor
yang penting dalam menghindari pertentangan serta konsekuensi hukum yang dapat
mengikutinya.

Kata kunci: bioetik; etika medis; menghentikan terapi; terapi paliatif; terapi penunjang
hidup

Abstract
The advancements in modern medicine and current medical technology have extended
life expectancy and altered the natural norms of death. However, dilemmas can arise
in cases where patients show no positive response or significant improvement in their
condition, thus rendering treatment deemed futile. One solution is to discontinue life-
sustaining therapy, a decision made by the physician or with the consent of the patients
and their families. Such circumstances can increase moral, ethical, and legal burdens.
Hence, this research is conducted to reaffirm the rights of patients and their families
and provide more detailed legal guidance to responsible physicians. This is a literature
review. References used are literature from journal articles published at national and
international levels, spanning publications in English and Indonesian.
In clinical practice, considerations in decision-making or discontinuation of life-
sustaining therapy must be accompanied by multidisciplinary collaboration among
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medical and ethical aspects is essential to mitigate potential conflicts and legal

ramifications.

Keywords: bioethics; medical ethics; withdrawing; palliative care; life supports.

1. Pendahuluan

Kemajuan dalam bidang kedokteran modern
dan teknologi medis telah memperpanjang
harapan hidup dan mengubah norma alamiah
kematian dengan terapi penunjang hidup [1].
Ventilasi mekanik, resusitasi kardiopulmoner,
pemberian nutrisi dan hidrasi buatan, serta
hemodialisis, termasuk terapi penunjang hidup
yang semakin umum digunakan [2-5], namun
seputar isu etika terkait dengan hal tersebut juga
menjadi topik yang sering diangkat.

Pada kondisi pasien dengan penyakit paliatif,
jika pasien dan dokter sepakat bahwa tidak ada
manfaat dalam melanjutkan suatu intervensi,
tindakan dapat berupa menahan atau menarik
kembali intervensi tersebut melalui komunikasi
yang berfokus pada pasien atau diskusi dengan
keluarga pasien dalam pengambilan keputusan
sesuai dengan salah satu prinsip dasar kedokteran
yaitu respect for autonomy [6]. Menurut
Warjiyati, di Indonesia belum ada undang-undang
yang mengatur secara  khusus tentang
pemberhentian alat bantu hidup, dan hal ini masih
menjadi perdebatan bagi beberapa kalangan [7].
Saat ini landasan hukum terkait pemberhentian
alat bantu hidup dapat ditemukan dalam Pasal 461
dan 462 KUHP 2003 [8].

Berdasarkan Regional Euthanasia Review
Comittees di Belanda, terdapat peningkatan rasio
kasus eutanasia dari total kasus kematian setiap
tahunnya, dimana meningkat dari 1,9% pada
tahun 1990 menjadi 4,2% pada tahun 2019.
Angka ini merupakan rata-rata persentase kasus di
seluruh negara tersebut [9]. Menurut studi oleh
Chang et al., telah terjadi perluasan praktek
penghentian terapi penunjang hidup di dunia,
yaitu dari sebesar 10% di Asia, hingga 7,8 - 47%
di Amerika Utara, dan 53% di negara Prancis
[10].

Pada kondisi tertentu, yakni pada Peraturan
Menteri Kesehatan nomor 37 tahun 2004, secara
tegas mengizinkan penghentian alat bantu hidup

bagi pasien yang dinyatakan mati batang otak.
Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan ini
kemudian memberikan hak kepada pihak
keluarga untuk meminta izin dalam menghentikan
alat bantu hidup bagi pasien yang telah
dinyatakan mati batang otak, dengan syarat: 1)
adanya surat wasiat dari pasien; atau 2) jika pasien
tidak memiliki surat wasiat, namun keluarga
yakin bahwa pasien akan menyetujui penghentian
alat bantu hidup berdasarkan kepercayaan dan
nilai-nilai yang dianutnya [11]. Walaupun dengan
keberadaan hukum tersebut, belum ada regulasi
yang secara khusus mengatur pemberhentian alat
bantu hidup dalam konteks perawatan paliatif.
Maka dari itu, banyak yang menganggap
penghentian terapi bantuan hidup sebagai
tindakan mengakhiri hidup seseorang secara

sengaja, sehingga memicu sensitivitas dan
kontroversi. Oleh karena itu, penulis ingin
membahas mengenai Pandangan tindakan

menghentikan intervensi penunjang hidup secara
khusus dalam perawatan paliatif.

2. Metode

Jenis penelitian ini merupakan kajian literatur
(literature review). Data yang menjadi dasar
kajian bersumber dari berbagai penelitian yang
telah dipublikasikan pada jurnal-jurnal nasional
maupun internasional. Sumber data yang
diperoleh seperti BMC, BMJ, Clinical Key,
Pubmed, dan Taylor & Francis dengan
menggunakan kata kunci yang relevan yaitu
bioethics, medical ethics, withdrawing, palliative
care, dan life supports. Kriteria inklusi dalam
studi ini meliputi publikasi dalam bahasa Inggris
atau bahasa Indonesia yang terbit dalam kurun
waktu lima tahun terakhir, serta terdapat relevansi
dengan pandangan bioetik pada penghentian
terapi penunjang hidup dalam perawatan paliatif.
Hasil pencarian literatur menghasilkan total 268
studi yang kemudian diseleksi sebanyak 13 studi
internasional dan 1 studi nasional yang relevan
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untuk disertakan dalam literature review ini
dengan menggunakan pedoman Preferred
Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses (PRISMA) vyang ditunjukkan
pada Gambar 1. Empat belas studi yang
disertakan telah terlampir pada Tabel 1.

Identification of studies via databases and registers

Records identified from: Records removed before

PubMed, BMC, BMJ, Taylor & Scresning:
Francis - Duplicate records removed
Databases (n = 268) in=24)

Records screened
(n =244)

Reports sought for retrieval »| Reperts not retrieved
n=1%) n=4)

I

Reports assessed for eligibility
{n=15)

Identification

Records excluded™
{n =225)

Screening

Reporls excleded:
(n=10)

A4

Studies included in review
n=15)

=53]

Gambar 1. PRISMA Flow Diagram 2020.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pertimbangan Pengambilan Keputusan
dalam Mempertahankan atau

Menghentikan Terapi Penunjang Hidup

Menurut penelitian oleh Chung et al. dan
Baek et al., terdapat prosedur dan pedoman dalam
pengambilan keputusan mengenai pelepasan alat
bantu, dimulai dari mengidentifikasi penyakit
yang dialami, tingkat kesadaran, lama perawatan
yang dibutuhkan, usia, komorbid pada pasien,
kondisi pasien mendekati kematian atau tidak,
kemudian mengevaluasi kedamaian, kenyamanan
fisik, otonomi, dan kesiapan yang matang bagi
diri  pasien serta keluarga pasien yang
ditinggalkan.

Apabila pasien tidak dapat mengekspresikan
intensi mereka sendiri, maka dilakukan estimasi
intensi pasien dari konfirmasi semua anggota
keluarga yang terlibat dalam situasi tersebut, atau
minimal keputusan dari dua anggota keluarga
yang legal. Pada rumah sakit tertentu,

pengambilan keputusan pelepasan alat bantu pada
vegetative state disebutkan juga memerlukan
komite etik rumah sakit dalam pengambilan
keputusan dan tidak hanya pasien dan/atau
keluarga pasien saja. Terlepas dari permasalahan
tersebut, pengambilan keputusan sejak dini
membantu menurunkan tingkat stress mental dan
emosional pasien karena menerima perawatan
terencana, kemudian  sebaliknya  apabila
keputusan diambil terburu-buru [12] [13].

Pada studi Tingting Zhu et al., dilakukan
penelitian kuesioner yang diberikan kepada 150
pasien dan caregiver (individu yang melakukan
perawatan fisik dan psikologis untuk seseorang
yang membutuhkan) terkait permasalahan terkait
terapi tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa
rata-rata pasien menolak diberikan seluruh terapi
penunjang hidup, bertentangan dari keinginan
caregiver atau keluarga pasien yang cenderung
ingin mempertahankan hidup pasien. Salah satu
alasan caregiver atau keluarga adalah untuk
menghindari perasaan bersalah dan kecewa
apabila tidak memberikan terapi penunjang hidup
tersebut. Hal ini menyulitkan tenaga medis dalam
menentukan perawatan yang sesuai terutama saat
pasien sudah tidak dapat menentukan sendiri
keputusannya. Dari kuesioner tersebut, Sebagian
besar pasien lebih memilih mendiskusikan terkait
terapi mempertahankan hidup ketika mereka
berusia di atas 60 tahun dan dalam kondisi sehat.
Sedangkan, caregiver lebih cenderung memilih
mendiskusikan terkait kelanjutan terapi tersebut
ketika tindakan kuratif sudah tidak efektif bagi
pasien. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa
pasien  seringkali  tidak terlibat dalam
pengambilan keputusan tersebut [14].

Pada kasus anak-anak, kapasitas yang
dimiliki oleh seorang anak bersifat terbatas dalam
pengambilan keputusan atau pertimbangan dalam
pengobatan, sehingga menghilangkan esensi
prinsip informed consent pada individu. Menurut
penelitian oleh Brick et al., pertimbangan dalam
menghentikan terapi penunjang hidup pada anak
kecil menggunakan konsep “A Life Not Worth
Living”. Dalam situasi tertentu, melihat tingkat
keparahan disabilitas atau penyakit dan tingkat
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beban dalam memberikan terapi medis membantu
menilai bahwa perbandingan keuntungan dan
risiko yang dihadapi seorang anak dalam
terapinya cenderung lebih berat di risiko,
sehingga keputusan untuk menghentikan terapi
terlihat lebih baik. Studi ini menunjukkan hampir
semua orang tua setuju bahwa pada level tertentu
perihal quality of life (QoL) kehidupan mungkin
tidak ada keuntungannya, dan bahkan lebih buruk
daripada kematian seorang anak tersebut,
sehingga menjadi kewajiban secara etika untuk
menghentikan terapi. Namun, pada kondisi
apabila seorang anak memiliki rasa sakit yang
minimal, berpotensi untuk dapat mengalami rasa
sakit, dan memiliki level kognitif untuk memiliki
kesadaran serta merasakan hubungan dengan
orang tua dan sekitar, cukup banyak responden
yang percaya bahwa terapi atau pengobatan masih
tetap harus diberikan. Selain itu, studi ini juga
menunjukkan ketidaksetujuan untuk
mengesampingkan keinginan orang tua yang
berkehendak untuk melanjutkan perawatan untuk
mempertahankan hidup tanpa batas waktu. Hal ini
karena pada akhirnya orang tua memiliki tingkat
otonomi yang tinggi dalam hidup anak mereka
sendiri [15].

Pada suatu studi oleh Adams et al., diberikan
beberapa skenario kematian pasien dengan satu
persamaan, Yyaitu pencabutan alat penunjang
hidup secara paksa. Situasi tersebut menimbulkan
pertanyaan, apakah pasien-pasien tersebut
dikategorikan sebagai bunuh diri atau kematian
alami. Penelitian ini menunjukkan bahwa
masyarakat dianggap melihat orang yang
meninggal sebagai lemah secara moral atau
mengalami gangguan kesehatan mental. Pada segi
finansial, kebanyakan peraturan asuransi jiwa
tidak akan membayarkan kematian karena bunuh

diri dalam jangka waktu tertentu (seringkali satu
atau dua tahun) setelah pembelian asuransi
sehingga klasifikasi cara kematian menjadi sangat
penting bagi para keluarga yang ditinggalkan, dan
dapat berujung kepada sebab perselisihan hukum
antara perusahaan asuransi dan ahli waris. Dalam
menjawab pertanyaan yang telah disebutkan tadi,
disebutkan beberapa kriteria yang harus terpenuhi
agar seorang pasien dapat dikatakan mengalami
kematian oleh sebab alami, seperti keinginan
pasien harus tertulis (atau direkam oleh orang
lain), pasien harus dianggap menderita kondisi
terminal oleh satu atau lebih dokter, dan pasien
tidak berdaya. Pasien yang meninggal setelah
mencabut sendiri alat medis penopang hidup
diklasifikasikan sebagai kematian akibat bunuh
diri [16].

Hal lain yang dapat menjadi pertimbangan
keluarga pasien dalam penghentian terapi bantuan
hidup adalah terkait pembiayaan rawat inap
maupun terapi bantuan hidup itu sendiri.
Perawatan intensif pada perawatan pasien Kkritis
berkontribusi  pada tingginya total biaya
perawatan, terutama pada pasien dengan penyakit
terminal yang memiliki banyak penyakit penyerta
[10]. Penelitian Jeong et al. mengenai biaya terapi
penunjang hidup yang diambil secara kohort
melalui data dari National Health Insurance
Service pada bulan Januari hingga Desember
2018, ditemukan bahwa biaya rata-rata pada
pasien yang menghentikan terapi penunjang
hidup adalah sebesar ¥15.966.911 (Rp.
188.280.296,00). Sedangkan pada pasien yang
melanjutkan terapi penunjang hidup, biaya rata-
rata dapat mencapai W16.788.299 (Rp.
197.966.025,58) [17].

Tabel 1. Literatur-literatur yang disertakan pada studi.

No. Sumber Desain Studi

Hasil dan Pembahasan

1. Chang et
al., 2020 1°

Retrospective
Cross-sectional

Studi ini menilai pengurangan biaya perawatan melalui palliative family
conference (PFC) yang dikombinasikan dengan penghentian terapi bantuan

hidup pada pasien yang dirawat di unit perawatan intensif. Studi ini
menemukan bahwa PFC yang diadakan dalam waktu 7 hari kemudian
dilanjutkan dengan penghentian terapi bantuan hidup dapat menurunkan biaya
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perawatan kesehatan secara signifikan sebesar 40% pada pasien yang dirawat
di ruang unit perawatan intensif. Praktek penghentian terapi bantuan hidup
sendiri telah banyak dilakukan di dunia, dimulai dari sebesar 10% di Asia,
47% di Amerika Utara, hingga 53% di Prancis.

Apabila seorang individu tidak dapat mengekspresikan intensi mereka sendiri,
Keputusan dan konfirmasi dari semua anggota keluarga yang terlibat
diperlukan. Kesulitan biasanya dihadapi dalam situasi dimana pasien masih
berada dalam early stage, sehingga dibutuhkan keputusan dari dua anggota
keluarga. Apabila pengambilan keputusan dilakukan secara terburu-buru
maka dapat berdampak pada kesehatan mental keluarga dan kualitas hidup
keluarga maupun pasien dapat menurun. Karena itu, menentukan manajemen
untuk tatalaksana life-sustaining sejak awal dapat memberikan beberapa
manfaat seperti menurunkan tingkat stress mental dan emosional karena
pasien dapat menerima perawatan yang terencana dan kualitas perawatan
yang baik.

Pertama-tama, faktor yang menghambat pengambilan keputusan penghentian
alat bantu adalah budaya sosial, agama, kurangnya pemahaman. Syarat
pengambilan keputusan oleh keluarga adalah pasien tidak bisa mengambil
keputusan sendiri dan jika dua atau lebih keluarga memutuskan pernyataan
serupa yang menunjukkan pasien sebelumnya telah menyatakan niat untuk
pelepasan alat bantu. Pada kasus pasien vegetative state, juga diperlukan
komite etik RS dalam pengambilan keputusan.

Caregiver atau keluarga pasien lebih cenderung memilih pemberian terapi
yang dapat mempertahankan hidup pasien, ketika pasien tidak dapat
menentukan sendiri keputusannya. Seringkali pasien menolak seluruh terapi
penunjang hidup, sehingga bertentangan dengan keinginan caregiver.
Caregiver mungkin ingin mempertahankan kendali dan harapan mereka
terhadap pasien, dan mungkin dapat merasa bersalah dan kecewa apabila
terapi yang dapat mempertahankan hidup pasien tidak diberikan

2. Chung et Retrospective
al., 2021 2 Single Cohort
Study
3. Baeketal, Retrospective
2023 13 Cross-Sectional
4, Zhuetal., Cross-sectional
2023 14
5. Bricketal., Cross-sectional
2019 1

Hampir semua responden setuju bahwa quality of life yang mungkin tidak ada
keuntungannya bersifat lebih buruk daripada kematian seorang anak tersebut.
Namun apabila rasa sakit masih minimal dan masih berpotensi untuk sembuh,
cukup banyak responden yang percaya bahwa terapi atau pengobatan masih
tetap harus diberikan. Walaupun begitu, tetap banyak yang menunjukkan
ketidaksetujuan untuk mengesampingkan Kkeinginan orang tua Yyang
berkehendak untuk melanjutkan perawatan untuk mempertahankan hidup
tanpa batas waktu.

6. Adams et Expert Opinion

Keputusan pasien untuk mempersingkat hidup ketika menghadapi pengobatan
medis yang menyakitkan dan sia-sia untuk kondisi terminal telah dipandang
sebagai keputusan rasional diatas dasar moral, berbeda dengan perspektif
tradisional yang menganggap tindakan bunuh diri sebagai tidak moral. Hal ini
menyebabkan dilema dalam mengambil keputusan tersebut. Pengecualian
hukum untuk bunuh diri dalam penghentian perawatan medis memerlukan
penilaian dan perintah dari dokter. Sebuah pengadilan mungkin atau mungkin
tidak menganggap kematian sebagai bunuh diri tergantung pada bagaimana
hukum umum diterapkan pada fakta-fakta tersebut.

Pada studi ini, pasien yang memutuskan untuk menghentikan alat bantu hidup
memiliki tingkat pengeluaran biaya rumah sakit, hari dirawat, dan kunjungan
rawat jalan yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan yang terus
melanjutkan terapi. Pelaksanaan terapi yang terlalu agresif pada pasien yang
berada pada tahap akhir akan meningkatkan kebutuhan sumber daya yang
lebih tinggi, biaya, dan penurunan kualitas hidup. Selain itu, tatalaksana
tersebut juga tidak meningkatkan tingkat survivabilitas pasien tersebut.

al., 2023 16
7. Jeongetal., Cohort
2023 17
8. Jawiche E. Cross-sectional
et al., 2020

18

Tujuan studi ini adalah untuk menilai pandangan dan praktek tenaga medis
pada perawatan intensif di Lebanon serta pendapat para pemimpin medis,
hukum, dan agama, mengenai penundaan penghentian terapi bantuan hidup di
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unit perawatan intensif Lebanon. Berdasarkan kuesioner yang diberikan
kepada para dokter, alasan utama dalam mempertimbangkan penghentian
maupun penundaan terapi bantuan hidup bergantung pada beberapa dasar
utama, yaitu prognosis yang buruk akibat penyakit kronis pasien (57%), terapi
yang sia-sia (57%), prognosis yang buruk terhadap penyakit akut pasien saat
ini (39%), dan buruknya kualitas hidup kedepannya (37%). Oleh karena itu,
pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan
merupakan proses multidisiplin.

9.

Ursin L@,
2019 19

Literature Review

Para ahli etika menggarisbawahi bahwa tidak ada perbedaan etis antara
keputusan untuk menunda atau menghentikan terapi tertentu. Namun,
menurut survey secara luas, menunjukkan bahwa para tenaga medis sebagian
besar masih memperdebatkan kesetaraan etika dalam menunda atau
menghentikan terapi. Studi ini membahas lebih dekat mengenai hubungan
moral antara menunda dan menghentikan terapi. Pada pasien yang distabilkan
untuk sementara waktu di ICU namun kemudian disimpulkan berada dalam
kondisi vegetatif, maka penghentian terapi penunjang hidup dapat menjadi
bagian dari praktik standar, karena dikatakan bahwa pengobatan yang dapat
menyelamatkan nyawa bergantung pada prognosis di kemudian hari.
Demikan pula pada pasien dalam keadaan vegetatif persisten, dimana
pengobatan lebih lanjut tidak memiliki manfaat, maka penghentian terapi
tidak menimbulkan permasalahan etis.

10.

Tanaka M.

etal., 2020
20

Literature Review

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan kerangka
peraturan yang relevan terkait penghentian terapi penunjang hidup di negara
Jepang, Korea, Taiwan, dan Inggris. Studi ini menyajikan lima poin hukum
dan filosofis penting, antara lain: 1) Pentingnya menentukan kriteria dalam
penilaian klinis dan penentuan stadium terminal; 2) Pentingnya pembahasan
dalam penghentian terapi bantuan hidup pada pasien tidak terminal dengan
Persistent Vegetative State (PVS) atau Motor Neuron Disease (MND); 3)
Pentingnya mempertimbangkan (kembali) perbedaan moral dan hukum
diantara menunda dan menghentikan terapi, yang mana masih diperdebatkan
terutama di negara-negara Asia; 4) Pentingnya memastikan peran keluarga
dalam pengambilan keputusan di akhir kehidupan; dan 5) Pentingnya
memikirkan cara untuk menangani pasien tidak kompeten yang tidak
memiliki keluarga.

11.

Strand L. et
al., 2022 2

Cross-sectional

Studi ini berfokus pada dilakukannya penghentian terapi (withdrawing) atau
penundaan terapi (withholding) pada seseorang dengan penyakit tertentu,
khususnya penyakit kronis yang membutuhkan terapi yang bersifat repetitif
dan kontinu. Berdasarkan hasil wawancara para dokter, masalah etika dalam
proses penghentian maupun penundaan ini memiliki beban yang cukup tinggi,
khususnya pada penghentian terapi. Sehingga dapat dikatakan bahwa
penundaan pemberian terapi jauh lebih beretika dibandingkan dengan
penghentian terapi. Oleh karena itu, penghentian terapi dapat dicegah dengan
pemberian informed consent, penilaian secara menyeluruh terhadap seluruh
aspek kehidupan pasien, serta pertimbangan status ekonomi pasien, sehingga
penghentian terapi setelah terapi dimulai dapat dihindari.

12.

Falco-
Pegueroles
A.etal.,
2023 22

Descriptive Study

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi sumber konflik dan proses dalam
pengambilan keputusan perawat serta dokter ICU selama pandemi COVID-
19. Hasil studi menemukan sumber utama konflik etika bagi perawat dan
dokter adalah: 1) Kematian sendiri pada saat gelombang pertama COVID-19;
2) Kurangnya alat pelindung diri; dan 3) Pembatasan kedatangan ke rumah
sakit. Studi ini menemukan bahwa pada kondisi kekurangan tempat tidur di
ICU dalam pandemi COVID-19, usia merupakan penentu masuknya pasien
ke ICU. Namun menurut tenaga medis, usia tidak seharusnya menjadi salah
satu kriteria masuk ICU, melainkan penyakit penyerta dan kasus pasien
tersebut. Selain itu terdapat konflik etika lainnya pada kondisi pandemi
COVID-19, bahwa tenaga medis merasa kurang dapat menjamin kualitas
layanan yang sama untuk seluruh pasien. Prinsip tegana medis saat itu adalah
menyelamatkan sebanyak mungkin orang yang memiliki peluang tinggi untuk
diselamatkan.
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13.

Sediatmojo
A. 20212

Yuridis Normatif;
membahas doktrin-
doktrin atau azas-
azas dalam ilmu
hukum, dengan
pengertian pokok
dasar hak dan
kewajiban,
peristiwa hukum,
serta hubungan
hukum dan objek
hukum.

Praktek penghentian terapi bantuan hidup dalam perawatan pasien terminal
yang telah tidak memiliki harapan kesembuhan masih menjadi kontroversi,
sehingga pengambilan keputusan tersebut harus melalui proses kajian yang
mendalam dari sisi kedokteran, dengan kriteria-kriteria terukur dan syarat-
syarat yang sangat detail. Tindakan penghentian terapi bantuan hidup dalam
bidang medis telah diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 37 Tahun 2014, tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ
Donor, bahwa penghentian terapi bantuan hidup dapat dilakukan pada pasien
dengan kondisi terminal jika segala upaya medis telah dinilai sia-sia, dengan
kriteria yang ditetapkan oleh direktur atau kepala rumah sakit. Sedangkan di
negara lain, seperti negara Kanada, perbuatan menghilangkan nyawa atas
permintaan sendiri yang dibantu dokter atau Medical Assistance in Dying
(MAID) telah dilegalkan sejak tahun 2016.

14.

Harter et
al., 2021 %4

Mixed-methods
survey

Studi ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan, sebagai berikut: 1)
Apakah kekhawatiran mengenai kapasitas pengambilan keputusan dalam
pengobatan pasien berhubungan dengan keyakinan mengenai dapat
diterimanya penolakan terapi bantuan hidup secara moral; 2) Apakah terdapat
perbedaan antara jenis penyedia layanan dalam pengambilan keputusan dan
izin secara moral untuk menolak terapi bantuan hidup; 3) Apakah demografi
penyedia layanan mempengaruhi keyakinan mengenai kapasitas dan moral
dalam pengambilan keputusan untuk menolak terapi bantuan hidup.
Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat disosiasi yang jelas dalam respons
semua jenis penyedia layanan antara kekhawatiran mengenai kapasitas
pengambilan keputusan pengobatan pasien dan keyakinan mengenai
diperbolehkannya pilihan pengobatan pasien secara moral. Berdasarkan
tanggapan dari survey yang dilakukan, dikatakan bahwa penyedia layanan
kesehatan mungkin mempertanyakan kemampuan pasien dalam membuat
keputusan pengobatan, namun tetap tidak menganggap keputusan tersebut
sebagai tindakan yang tidak bermoral, meskipun keputusan tersebut dapat
mengakibatkan kematian pasien. Hasil studi menunjukkan bahwa kapasitas
pengambilan keputusan pengobatan tidak secara inheren terkait pada
penilaian moral penyedia layanan terhadap keputusan pengobatan.

3.2.Etika dalam Penghentian Terapi Penunjang

Hidup

Etika dalam memilih pencabutan alat bantuan
hidup (withdraw) dan proses penahanan
tatalaksana (withholding) memerlukan beberapa
pertimbangan dari beberapa segi. Menurut
penelitian dari Lebanon oleh Jawiche et al.,
pengambilan keputusan dalam menentukan terapi
penunjang hidup bergantung pada beberapa
faktor, seperti aspek hukum, aspek alat bantu
yang digunakan, alasan pasien, serta pengambilan
keputusan secara multidisiplin. Dari aspek hukum
di Lebanon menyatakan pencabutan alat bantuan
hidup dilakukan ketika mendapatkan persetujuan
dokter penanggung jawab, pihak pasien, serta
keluarga [18]. Hal ini juga didukung oleh studi
yang dilakukan oleh Ursin et al., mengenai
pembenaran pencabutan alat bantuan hidup pada
pasien pediatri. Terdapat dua hal yang dapat

dibenarkan yaitu apabila pasien yang distabilkan
untuk sementara waktu di ICU lalu disimpulkan
dalam keadaan vegetatif dan pasien yang dari
awal sudah dalam keadaan vegetatif persisten,
dimana pengobatan lebih lanjut sudah tidak
memiliki manfaat [19].

Menurut studi oleh Adams et al., disebutkan
bahwa intervensi medis harus dapat melayani apa
yang dianggap pasien sebagai keputus yang
terbaik, melibatkan anggota keluarga dalam
pengambilan  keputusan  terbaik,  dokter
menjelaskan pilihan-pilihan terkait tatalaksana
medis secara jelas dan  memperkirakan
progresivitasnya, serta dalam penyakit serius
yang memerlukan intervensi medis, dokter dapat
mengambil keputusan untuk tidak melakukan
tindakan yang merugikan pasien [16]. Hal ini juga
didukung dari kebijakan di Jepang, Korea,
Taiwan, dan Inggris, yang menjelaskan syarat
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untuk menghentikan terapi penunjang kehidupan,
yaitu jika pasien sudah tidak memiliki harapan
untuk sembuh, keputusan yang diambil oleh
keluarga dapat menjadi pilihan apabila keluarga
mengambil  keputusan secara sadar dan
mempertimbangkan sudut pandang pasien, serta
perawatan yang dihentikan berkaitan dengan
tindakan kuratif. Selain itu, di Taiwan terdapat
Undang-Undang Perawatan Rumah Sakit dan
Paliatif yang menerapkan bahwa dalam membuat
keputusan terkait alat bantuan hidup, pasien dapat
menunjuk seorang kuasa medis dan anggota
keluarga yang mencakup suami, istri, anak, cucu,
dan saudara kandung yang sudah dewasa, kakek,
nenek, dan kerabat dekat dalam derajat ketiga
dalam memberikan atau menolak persetujuan
[20].

Dari sisi lain, penelitian yang dilakukan di
Swedia oleh Strand et al., berfokus pada bantuan
hidup pada pasien kanker, menjelaskan bahwa
dalam pengambilan keputusan yang menjadi
fokus perhatian adalah keadaan umum dari
pasien, yaitu apabila pasien dalam keadaan umum
yang buruk, maka akan dipertimbangkan apakah
dari awal akan diberikan terapi atau pemberian
terapi dapat ditunda (withholding). Namun
apabila pasien di tengah terapi tidak membaik
dengan tatalaksana yang diberikan, maka
pertimbangan penghentian terapi (withdraw)
dapat menjadi suatu pilihan. Untuk mencegah
terjadinya penghentian alat bantuan hidup
ditengah terapi, dapat dilakukan informed consent
yang mencakup penilaian menyeluruh dari segala
aspek [21].

Berdasarkan penelitian oleh Falco et al.,
mengenai pengaruh keadaan pandemi COVID-19
terhadap etika dalam pencabutan alat bantuan
hidup, mengungkapkan bahwa kondisi pandemi
COVID-19 dapat memberikan permasalahan
etika berupa strategi dalam menentukan apakah
pasien membutuhkan terapi penunjang hidup atau
tidak. Penentuan masalah ini berkaitan dengan
kurangnya informasi saat awal pandemi dan usia
pasien yang memerlukan bantuan pencabutan alat
bantuan hidup dikarenakan terbatasnya akses
tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, maka

memerlukan keputusan bersama dalam satu tim
medis dan anggota keluarga terkait hal tersebut
[22].

3.3.Perbandingan Sisi Legal dan Medis dalam
menghentikan Terapi Penunjang Hidup
Dalam menghentikan terapi penunjang hidup

pasien, dokter perlu mempertimbangkan dari sisi
legal dan sisi medis. Menurut penelitian
Sediatmojo A., di Indonesia tindakan penghentian
terapi bantuan hidup dalam bidang medis diatur
dalam peraturan setingkat Peraturan Menteri
Kesehatan vyaitu pada Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ
Donor. Pada pasal 14 Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 37 tahun 2014, dikatakan
bahwa penghentian atau penundaan terapi
bantuan hidup dapat dilakukan pada pasien yang
berada dalam kondisi terminal, atau penyakit
yang tidak dapat disembuhkan, dan tindakan
kedokteran telah sia-sia. Pengambilan keputusan
dalam menghentikan atau menunda terapi
bantuan hidup harus dilakukan oleh tim dokter
yang menangani pasien dan telah berkonsultasi
dengan tim dokter yang ditunjuk oleh Komite
Medik atau Komite Etik [11].

Pertimbangan dalam penghentian terapi
penunjang hidup di negara lain, seperti di Kanada
telah diatur pada peraturan setingkat undang-
undang dalam Canadian Criminal Code. Negara
Kanada sendiri sejak tahun 2016
mengamandemen Canadian Criminal Code
sehingga melegalkan Medical Assistance in
Dying (MAID) vyaitu suatu tindakan untuk
menghilangkan nyawa atas permintaan sendiri
yang dibantu oleh dokter. Menurut Canadian
Criminal Code, setiap orang yang melanggar
dapat didakwa dan dapat dihukum penjara
maksimal selama 14 tahun berdasarkan apakah
seseorang  menasehati, mendukung, atau
membantu seseorang untuk bunuh diri. Namun
terdapat pengecualian, yaitu saat tenaga medis
atau perawat tidak memberikan bantuan medis
kepada seseorang dalam keadaan sekarat maka
mereka tidak melakukan pelanggaran. Di
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Indonesia tidak semua tindakan perawatan
dihentikan, melainkan tetap diberikan perawatan
dasar untuk membantu pasien dalam sisa
hidupnya. Hal ini yang membedakan Indonesia
dengan Kanada. Tindakan Penghentian Terapi
Bantuan Hidup ini tidak dapat digolongkan
sebagai kejahatan pidana terhadap nyawa (Pasal
344 KUHP pidana) meskipun secara perbuatan
lahiriah (actus reus) tindakan tersebut dapat
mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
Namun sikap batin (mens rea) dalam tindakan
penghentian terapi bantuan hidup sangat berbeda
dengan pembunuhan [23].

Studi oleh Adams et al, menyatakan bahwa
dari perspektif tenaga medis, kematian yang
melibatkan euthanasia aktif atau bunuh diri yang
dibantu secara aktif dapat diklasifikasikan sebagai
pembunuhan kecuali jika undang-undang negara
menentukan sebaliknya, atau bunuh diri yang
dibantu  dengan  bantuan  pasif  dapat
diklasifikasikan sebagai bunuh diri, kecuali jika
ditentukan lain oleh undang-undang negara, dan
dengan asumsi bahwa bantuan tersebut tidak lebih
jauh daripada menyediakan satu atau lebih barang
(atau informasi yang diperlukan) untuk
menyelesaikan tindakan tersebut. Dari perspektif
yudisial, mengakhiri hidup lebih awal bagi pasien
yang sakit parah dengan menahan atau menarik
perawatan medis, semakin dianggap berbeda dari
definisi umum hukum tentang bunuh diri. Jika
pasien ingin mati di rumah, dikelilingi oleh orang-
orang yang dicintai, sesuai dengan keinginan
pasien dengan menonaktifkan perangkat tersebut
sendiri; kematiannya akan dianggap sebagai
bunuh diri sesuai dengan panduan pemerintah dan
asosiasi profesional serta ketentuan undang-
undang negara. Pengecualian hukum untuk bunuh
diri  dalam penghentian perawatan medis
memerlukan penilaian dan perintah dari dokter
[16].

Kemudian penelitian oleh Harter et al.,
menyatakan bahwa secara hukum, warga negara
Amerika Serikat memiliki hak menentukan nasib

sendiri yang dilindungi konstitusi melalui
amandemen ke-14, dan terdapat banyak
keputusan  pengadilan yang  mendukung

keputusan pengobatan untuk menahan atau
menarik terapi penunjang hidup. Penyedia
layanan kesehatan mungkin mempertanyakan
kemampuan pasien dalam membuat keputusan
pengobatan, namun tetap tidak menganggap
keputusan tersebut sebagai tindakan yang tidak
bermoral,  meskipun  keputusan tersebut
diperkirakan akan mengakibatkan kematian
pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kekhawatiran klinis tentang kapasitas
pengambilan keputusan pengobatan pasien tidak
berkorelasi jelas atau kuat dengan pandangan
mereka tentang diperbolehkannya moral dalam
menghormati penolakan terapi penunjang hidup
yang didorong oleh pasien [24].

4. Kesimpulan

Pengambilan keputusan untuk
mempertahankan dan menghentikan terapi
penunjang hidup pada pasien paliatif masih
merupakan hal yang kontroversial dan kompleks
di Indonesia, dibandingkan dengan negara
Kanada yang sudah melegalkan dan menyetujui
penghentian terapi penunjang hidup. Hal ini
karena terdapat faktor dari pasien, keluarga
pasien, dokter, rumah sakit, dan daerahnya dalam
menentukan keputusan tersebut, termasuk aspek
hukum. Walaupun demikian, keputusan untuk
menghentikan terapi penunjang hidup dapat
menjadi salah satu pilihan tatalaksana di
Indonesia untuk masa mendatang.

Penelitian lebih lanjut dan pengembangan
pedoman yang lebih rinci diharapkan dapat
membantu dokter dalam menghadapi dilema
medis dan etis terkait perawatan pada pasien
paliatif.
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Abbreviation

KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
BMC - BioMed Central

BMJ - British Medical Journal
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RS - Rumah Sakit
ICU - Intensive Care Unit
COVID-19 - Coronavirus Disease 2019
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